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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit 

mengenai penggunaan knalpot racing terkait dengan 

pengaturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan 

bermotor sudah baik karena masyarakat Kelurahan 

Ciumbuleuit telah memenuhi empat unsur  yang menjadi  tolok 

ukur kesadaran hukum suatu masyarakat seperti yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Masyarakat Kelurahan 

Ciumbuleuit sebenarnya telah memiliki pengetahuan akan 

substansi peraturan yang cukup dan melaksanakan serta 

menaati substansi peraturan tersebut. Memang terdapat 

sebagian kecil masyarakat di Kelurahan Ciumbuleuit yang 

tidak melaksanakan peraturan, namun hal tersebut bukan 

karena substansi peraturannya yang tidak baik serta aparat 

penegak hukumnya yang kurang tegas namun lebih karena 

ingin menunjukan jati dirinya dengan cara menggunakan 

knalpot racing. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 

masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan 

knalpot racing apabila  dikaitkan dengan ketentuan tentang 

ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah faktor 

Compliance dan Internalization seperti yang dikemukakan 

oleh H.C Kelman dan L. Pospisil.  Sedangkan satu faktor 

lainnya dari pendapat tersebut, yakni faktor Identification tidak 

mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena adanya 

ketidaksesuaian titik pandang atau perspektif antara 

masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit dengan aparat penegak 

hukum.  

5.2 Saran 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kesimpulan penelitian, 

penulis mengajukan beberapa saran yang terdiri atas: 

1. Disarankan bagi aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk 

melakukan penegakan hukum bagi pengguna knalpot racing 

karena dengan melakukan penegakan hukum terhadap pengguna 

knalpot racing diharapkan dapat menekan penggunaan knalpot 

racing yang telah melanggar ketentuan ambang batas kebisingan. 

2. Bagi aparat Kepolisian Republik Indonesia disarankan untuk 

gencar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah 

Daerah karena dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah diharapkan dapat memiliki daya jangkau masyarakat yang 

lebih jauh kepada seluruh elemen masyarakat seperti membuat 

spanduk pelarangan penggunaan knalpot racing, melakukan 
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seminar tingkat Kecamatan atau Kelurahan mengenai dampak 

hukum penggunaan knalpot racing, serta bekerja sama dengan RT 

dan RW setempat untuk melakukan edukasi terhadap warganya 

dengan menggunakan media sosial. 

3. Bagi masyarakat yang masih menggunakan knalpot racing 

disarankan untuk mengganti knalpot yang digunakannya dengan 

knalpot standar pabrikan motor karena penggunaan knalpot racing 

selain termasuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 

serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 

Tentang Ambang Batas kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe 

Baru, juga  mengganggu kenyamanan warga masyarakat sekitar. 

4. Bagi masyarakat yang terganggu karena adanya penggunaan 

knalpot racing disarankan untuk terus mengingatkan kepada 

masyarakat sekitar yang masih menggunakan knalpot racing 

mengenai dampak dari penggunaan knalpot racing. Hal ini 

dikarenakan masyarakat dampak yang ditimbulkan oleh suara yang 

dikeluarkan knalpot racing tersebut sangat mengganggu 

kenyamanan warga masyarakat. 

5. Bagi para peneliti mengenai kesadaran hukum masyarakat 

disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan peran penegak 
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hukum lebih lanjut sehingga dapat diketahui mengenai peran-peran 

dari para penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat. 
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